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Abstrak

Penelitian ini menganalisis rendahnya partisipasi perempuan di Sumatera Utara melalui perspektif kritis
Julia Kristeva, dengan fokus pada konsep abjeksi, semiotik, dan simbolik, serta membandingkan profil
keterwakilan perempuan secara lokal, nasional, dan global. Kajian ini mengidentifikasi hambatan budaya,
norma sosial, dan stigma yang menghalangi perempuan dalam mengakses posisi strategis meskipun telah
ada regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan UU Nomor 2 Tahun 2008. Dengan
menggunakan metode kualitatif dan data sekunder dari BPS Sumatera Utara, laporan pemerintah daerah,
dan literatur akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan struktur simbolik yang kuat
menjadi kendala utama dalam partisipasi perempuan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan
holistik melalui edukasi publik, perubahan pola pikir sosial, dan kebijakan yang lebih inklusif guna
meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

Kata kunci: Partisipasi Perempuan, Sumatera Utara, Budaya, Regulasi, Norma Sosial, Abjeksi

Abstract

This study analyzes the low participation of women in North Sumatra using Julia Kristeva's critical
perspective, focusing on the concepts of abjection, semiotics, and symbolism, while comparing women's
representation profiles at local, national, and global levels. It identifies cultural barriers, social norms, and
stigma that hinder women from accessing strategic positions, despite regulations such as Presidential
Instruction No. 9 of 2000 and Law No. 2 of 2008. Utilizing a qualitative approach and secondary data from
the North Sumatra Statistics Agency, local government reports, and academic literature, the findings
highlight that entrenched social norms and symbolic structures remain significant obstacles to women's
participation. This study recommends a holistic approach involving public education, shifts in social
mindsets, and more inclusive policies to enhance women's roles in development.

Key words: Women's Participation, North Sumatra, Culture, Regulation, Social Norms, Abjection

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam pembangunan telah menjadi isu global yang terus
mendapat perhatian, terutama dalam rangka mencapai target Kesetaraan Gender dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Indonesia, sebagai salah satu negara yang
berkomitmen terhadap SDGs, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan
keterlibatan perempuan di berbagai sektor. Salah satu langkah strategis adalah melalui
pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2000. Namun, implementasi di tingkat daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara, masih
menghadapi banyak tantangan.
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Di Sumatera Utara, perempuan berkontribusi signifikan dalam kehidupan sosial dan
ekonomi, termasuk dalam budaya tradisional Batak yang memiliki sistem nilai yang kuat. Namun,
keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun
pengambilan keputusan, masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2022, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 15%,
jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (BPS,
2024). Demikian pula, tingkat partisipasi perempuan dalam jabatan manajerial di tingkat regional
masih sangat terbatas, dengan data rinci sering kali tidak tersedia atau kurang terdokumentasi.
Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya regulasi, tetapi juga oleh norma-norma
budaya patriarki yang masih kuat. Tradisi masyarakat Batak, misalnya, cenderung menempatkan
perempuan dalam peran domestik atau sebagai "parhobas" dalam upacara adat, di mana mereka
berperan mendukung, tetapi jarang memimpin. Norma ini memengaruhi persepsi masyarakat
tentang perempuan sebagai pemimpin atau pembuat keputusan, baik di tingkat lokal maupun
nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat perubahan signifikan dalam akses
perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara. Data BPS menunjukkan
bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di Kota Medan, misalnya, mencapai 74,98
tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (73,58 tahun pada 2021). Harapan Lama
Sekolah (HLS) perempuan di Kota Medan juga mencapai 14,93 tahun, menunjukkan peningkatan
akses pendidikan (BPS, 2024). Namun, capaian ini belum cukup untuk meningkatkan peran
perempuan dalam sektor strategis, khususnya dalam ekonomi formal dan politik.

Dalam konteks teori Julia Kristeva, rendahnya partisipasi perempuan dapat dilihat sebagai
bentuk abjeksi, di mana perempuan yang berusaha keluar dari peran tradisional menghadapi
resistensi sosial. Norma-norma simbolik yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat
menjadi penghalang utama bagi transformasi sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan
kajian yang lebih mendalam untuk memahami hambatan ini, baik dari aspek budaya, struktural,
maupun implementasi regulasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder
sebagai sumber utama. Data yang dikumpulkan meliputi statistik gender dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2021-2022, laporan pemerintah daerah, serta publikasi
nasional yang relevan mengenai partisipasi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu
pada laporan kebijakan seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008, dan regulasi lain yang mendukung analisis terkait. Kajian literatur dari artikel
akademik, jurnal, dan penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkaya pembahasan
mengenai partisipasi perempuan, budaya Batak, serta teori Julia Kristeva. Selain itu, pandangan
tokoh dan pakar yang diperoleh melalui analisis terhadap wawancara atau publikasi mereka juga
menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian ini, khususnya untuk mengidentifikasi
hambatan partisipasi perempuan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan
untuk menggambarkan fenomena partisipasi perempuan di Sumatera Utara secara rinci. Analisis
dilakukan melalui beberapa langkah, dimulai dengan pengelompokan data. Data tentang
keterwakilan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial dikelompokkan berdasarkan
wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) serta sektor, sedangkan pendapat tokoh dan pakar
diklasifikasikan berdasarkan tema seperti hambatan budaya, implementasi regulasi, dan stigma
sosial. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka teori Julia Kristeva, khususnya konsep abjeksi,
untuk menganalisis bagaimana perempuan mengalami eksklusi sosial dalam budaya dan struktur
politik. Selain itu, teori semiotik dan simbolik digunakan untuk memahami interaksi antara norma
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budaya dan regulasi formal dalam membentuk peran perempuan.

Data partisipasi perempuan di Sumatera Utara kemudian dibandingkan dengan data
nasional dan global untuk memberikan konteks yang lebih luas. Efektivitas regulasi juga
dievaluasi berdasarkan kesenjangan antara target kebijakan dan implementasinya di lapangan.
Proses interpretasi data dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan
kultural yang menjadi hambatan partisipasi perempuan. Pendekatan kritis ini bertujuan untuk
mengungkap hubungan antara budaya patriarki, marginalisasi perempuan, dan efektivitas
regulasi dalam membentuk dinamika partisipasi perempuan di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Ringkasan data partisipasi perempuan dalam beberapa sektor pembangunan di Sumatera
Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Data statistik partisipasi perempuan dalam pembangunan Sumatera Utara.

Bidang Indikator Data (Sumatera Data
Utara) Nasional

Legislatif Keterwakilan perempuan di DPRD 15% 20,5%
Provinsi
Keterwakilan perempuan di DPRD <30% 22%
Kabupaten/Kota

Eksekutif Jumlah perempuan dalam jabatan kepala Data terbatas Data terbatas
dinas

UMKM Persentase @ UMKM yang  dimiliki 64,5% 60-65%
perempuan

Ekonomi Pengeluaran per kapita perempuan Rp13.973.000 Rp15.920.000

Keterwakilan perempuan dalam legislatif di Sumatera Utara masih menunjukkan
kesenjangan dibandingkan dengan tingkat nasional. Persentase perempuan di DPRD Provinsi
Sumatera Utara hanya mencapai 15%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar
20,5%. Di tingkat kabupaten/kota, meskipun data di Sumatera Utara menunjukkan angka
keterwakilan perempuan masih di bawah 30%, secara nasional keterwakilan ini mencapai 22%.
Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan struktural dan kultural yang menghambat
perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan di ranah
legislatif, terutama di tingkat daerah (Rahayu & Sari, 2020; Umagapi, 2020).

Dalam eksekutif, data mengenai jumlah perempuan yang menduduki jabatan kepala dinas
di Sumatera Utara maupun nasional masih terbatas. Kekurangan data ini menunjukkan perlunya
perhatian lebih untuk mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi dan berperan dalam
kepemimpinan di sektor eksekutif, sekaligus menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dalam
posisi strategis pemerintahan (Ismail et al., 2023; Niron & Seda, 2023).

Di sektor UMKM, kontribusi perempuan tampak signifikan. Sebanyak 64,5% UMKM di
Sumatera Utara dimiliki oleh perempuan, selaras dengan tren nasional yang berada di kisaran
60-65% (Puspitasari et al., 2024). Ini mengindikasikan bahwa perempuan memainkan peran
penting dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional, terutama melalui usaha kecil dan
menengah. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah akses terhadap modal, pelatihan, dan
pengembangan usaha untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka (Hasan et al., 2023).

Dalam aspek ekonomi, pengeluaran per kapita perempuan di Sumatera Utara sebesar
Rp13.973.000, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai Rp15.920.000 (BPS,
2024). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang mungkin dipengaruhioleh
keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal, pendidikan, dan peluang ekonomi
lainnya (Ayu, 2017; Huriani, 2021; Pertiwi et al., 2024).
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1.1. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Ahli
Penelitian ini juga menggali informasi berupa pendapat para tokoh di Pemerintahan dan
ahli dari akademis. Kompilasi pendapat ini didapatkan dari sumber sekunder dari berbagai media.

Tabel 2: Rangkuman pendapat para tokoh dan ahli terkait partisipasi perempuan.

Nama Jabatan/Profesi Pendapat
Hasban Sekretaris Daerah Menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah
Ritonga Sumatera Utara melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas

hidup perempuan dan anak, data menunjukkan masih
adanya kesenjangan dalam akses, partisipasi, manfaat,
serta penguasaan terhadap sumber daya di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang strategis
lainnya (sumutprov.go.id).

Prof. Wakil Ketua DPD Menyatakan bahwa tanpa kehadiran perempuan sebagai

Darmayanti RI penentu kebijakan, kebijakan yang dihasilkan tidak akan

Lubis responsif terhadap kebutuhan perempuan
(sumutprov.go.id).

Mikha Juni Peneliti Budaya patriarki menghambat partisipasi perempuan

Adellina sejalan dengan konsep Kristeva tentang bagaimana

Mendrofa norma sosial (simbolik) dapat menciptakan batasan yang

kuat dan mengesampingkan elemen-elemen yang
berpotensi mengubah atau mengganggu tatanan yang
ada (jurnalmahasiswa.uma.ac.id).

Susi Susanti Peneliti Menyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik
dan Adelita perempuan di Kota Medan disebabkan oleh faktor
Lubis budaya dan kurang dikenalnya perempuan-perempuan
dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (ojs.uma.ac.id).

Salman Peneliti Menyatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan
Lubis dan dalam pemilu di Desa Bandar Khalipah disebabkan oleh
Adelita kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya pergaulan
Halking perempuan, dan kendala dana (j-innovative.org).

Para ahli dan tokoh masyarakat terus menyoroti tantangan yang menghambat perempuan
dalam berpatrtisipasi di berbagai sektor. Hasban Ritonga, Sekretaris Daerah Sumatera Utara,
mengungkapkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi masalah serius di sektor ekonomi,
politik, dan sosial. la menekankan bahwa perbedaan akses dan peluang antara perempuan dan
laki-laki mencerminkan minimnya implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender
di tingkat daerah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pemahaman tentang pentingnya
perspektif gender di kalangan pembuat kebijakan (Angwaomaodoko, 2024; Schneider et al.,
2024).

Senada dengan itu, Prof. Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI, menyatakan bahwa
meskipun kerangka kebijakan gender telah ada, implementasinya sering terkendala oleh budaya
patriarki yang kuat. Peneliti Mikha Juni Adellina Mendrofa menambahkan bahwa budaya patriarki
di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, membatasi perempuan untuk mengambil peran
strategis dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, hanya 13% perempuan yang menjadi
negosiator dalam proses perdamaian global antara 1992-2018 (Caywood & Darmstadt, 2024;
Schneider et al., 2024). Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan gender
sering kali tidak responsif secara menyeluruh. Misalnya, kebijakan pembangunan berbasis
gender di banyak negara masih cenderung bersifat teknokratis, tanpa mempertimbangkan faktor
struktural dan budaya yang memperkuat diskriminasi gender (Aprilia & Triani, 2022; Joshi et al.,
2024). Hal ini terlihat pada sektor seperti pengelolaan air, di mana perempuan masih menghadapi
stereotip dan marginalisasi dalam pengambilan keputusan (Prihantoro, 2018; Solanke, 2017).
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Meskipun demikian, internet telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk
menyuarakan hak mereka. Dalam konteks global, media digital memungkinkan perempuan untuk
berpartisipasi dalam diskusi politik dan advokasi feminisme, sekaligus mengatasi hambatan
budaya lokal (He, 2024). Namun, penggunaan internet juga menghadirkan tantangan baru,
seperti stigma terhadap feminisme dan penyebaran informasi yang keliru (He, 2024; Zhang,
2022).

Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan
perempuan, reformasi kebijakan berbasis gender, dan advokasi untuk kesetaraan diperlukan.
Program seperti gender mainstreaming yang sukses di beberapa negara, meskipun belum
sempurna, dapat menjadi referensi untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif (Caywood &
Darmstadt, 2024; Kuswanti, 2020). Di sisi lain, pelibatan perempuan dalam teknologi dan
pengembangan kebijakan berbasis teknologi juga menjadi solusi potensial dalam menghadapi
tantangan patriarki modern (Zhang, 2022).

1.2. Efektivitas Penerapan Peraturan

Terakhir, penelitian ini  menganalisa efektivitas penerapan regulasi terkait
pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Utara. Ringkasan analisis disajikan pada
paragraf-paragraf berikut.

Kajian terhadap regulasi kunci terkait keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa
pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif di tingkat daerah maupun nasional. Instruksi Presiden
No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, misalnya, masih menghadapi kendala
dalam penerapan. Meskipun regulasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong kesetaraan
gender di berbagai sektor, implementasinya di tingkat daerah belum optimal karena minimnya
rencana aksi yang spesifik dan terukur. Hal ini menyebabkan kebijakan tersebut belum mampu
memberikan dampak signifikan pada penguatan keterlibatan perempuan (Arafat, 2023; Masnira
et al., 2022; Pemda Prov. Sumut, 2021).

Demikian pula, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur
kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam politik sering kali tidak terpenuhi. Meskipun
regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
politik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak partai politik belum secara serius
memenuhi kuota ini, baik dalam pencalonan legislatif maupun kepemimpinan partai (Abidin et al.,
2023; Pemda Prov. Sumut, 2021; Priandi & Roisah, 2019; Setyoningrum & Nindita, 2024;
Wahyudi, 2018).

Efektivitas penerapan kedua regulasi ini terkendala oleh hambatan budaya yang masih
kuat, seperti dominasi budaya patriarki yang mengurangi kesempatan perempuan untuk
berpartisipasi secara setara. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap
kebijakan-kebijakan tersebut di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan turut menjadi
faktor penghambat (Zarfinayenti, 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan integrasi yang
lebih baik antara perubahan struktur simbolik melalui regulasi dan transformasi norma sosial
melalui perubahan semiotik. Upaya ini melibatkan peningkatan edukasi, kampanye kesetaraan
gender, dan penguatan kapasitas institusi dalam memastikan kebijakan yang inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan perempuan dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Pembahasan
2.1. Marginalisasi dan Abjeksi dalam Partisipasi Publik

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara (15%) dan
DPRD Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 30% dapat dipahami melalui konsep abjeksi
yang dikemukakan Julia Kristeva. Dalam kerangka ini, abjeksi merujuk pada penolakan terhadap
sesuatu yang dianggap mengancam identitas kelompok. Perempuan yang mencoba mengambil
peran strategis dalam politik sering kali dihadapkan pada resistensi sosial yang mencerminkan
abjeksi ini. Mereka dianggap tidak sesuai dengan norma budaya patriarki yang mengutamakan
laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan (Pournami, 2024). Pendapat Susi Susanti dan
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Adelita Lubis menguatkan pandangan ini, di mana stigma negatif terhadap perempuan politikus
mencerminkan resistensi terhadap identitas baru yang diperkenalkan oleh perempuan dalam
ranah publik. Tekanan budaya tersebut menciptakan lingkungan yang sulit bagi perempuan untuk
mengubah struktur sosial yang ada, karena partisipasi mereka sering kali dianggap sebagai
ancaman terhadap stabilitas identitas sosial tradisional yang mapan. Interpretasi ini menunjukkan
bahwa rendahnya keterwakilan perempuan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kebijakan,
tetapi juga oleh dinamika sosial dan kultural yang mendalam.

2.2. Pengaruh Simbolik dan Semiotik dalam Akses Ekonomi dan Pendidikan

Akses pendidikan yang relatif baik bagi perempuan di Sumatera Utara, seperti tercermin
dalam Harapan Lama Sekolah sebesar 14,93 tahun, dapat dilihat sebagai pencapaian dalam
aspek simbolik, yakni struktur formal dan aturan sosial yang mendukung pendidikan bagi
perempuan. Namun, hambatan tetap terlihat dalam aspek ekonomi, di mana pengeluaran per
kapita perempuan hanya mencapai Rp13.973.000, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata
nasional. Berdasarkan konsep simbolik dan semiotik Kristeva, pendidikan yang lebih tinggi bagi
perempuan menunjukkan adanya perubahan dalam struktur simbolik yang memberikan ruang
bagi perempuan untuk berkembang secara formal (Faried, 2020; Kale et al., 2020). Namun,
ketimpangan ekonomi menandakan masih kuatnya norma-norma sosial yang menempatkan
perempuan dalam posisi subordinat di ranah semiotik, yang terkait dengan emosi, dorongan
budaya, dan praktik keseharian.

Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Sumatera Utara juga menjadi
penghalang yang signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Mikha Juni Adellina Mendrofa dan
rekan-rekannya, norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat sering
kali menciptakan batasan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif di sektor
ekonomi dan politik. Dalam pandangan Kristeva, norma-norma ini membentuk struktur simbolik
yang kokoh, menciptakan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan oleh perempuan yang
mencoba melampaui peran tradisional mereka (Abidin et al., 2023; Huriani, 2021). Dengan
demikian, meskipun pendidikan memberikan fondasi simbolik yang penting, perubahan dalam
norma sosial dan budaya semiotik sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan substansial
bagi perempuan di Sumatera Utara.

2.3. Peran Perempuan sebagai “Parhobas” dalam Budaya Batak

Peran perempuan dalam masyarakat Batak sering kali diatur oleh norma tradisional yang
menempatkan mereka sebagai parhobas, atau pelayan dalam upacara adat. Dalam pandangan
Julia Kristeva, semiotik berhubungan dengan dorongan emosional dan identitas prabahasa yang
sering kali diabaikan dalam struktur sosial simbolik. Norma-norma ini mempertahankan hierarki
sosial patriarkal, di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat, meskipun peran
mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan adat. Norma ini menciptakan
mekanisme simbolik yang kokoh untuk menjaga identitas budaya, tetapi sering kali mengabaikan
potensi ekspresi dan kreativitas perempuan (Sibarani & Gulo, 2020; Simatupang, 2024).

Regulasi seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2008 telah
berupaya memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan di ranah publik. Namun,
implementasi regulasi ini sering kali terhambat oleh resistensi budaya dan norma sosial yang
sudah mengakar (Pemda Prov. Sumut, 2021). Kristeva menekankan bahwa perubahan simbolik
seperti aturan formal tidak akan efektif tanpa disertai perubahan semiotik, yaitu sikap emosional
dan nilai-nilai budaya (Faried, 2020; Kale et al., 2020). Hal ini terlihat di Sumatera Utara, di mana
upaya pengarusutamaan gender masih bertabrakan dengan tradisi.

Untuk menciptakan pemberdayaan perempuan yang lebih holistik, perlu adanya
keselarasan antara perubahan simbolik dan semiotik. Perubahan regulasi harus diikuti dengan
transformasi sikap masyarakat terhadap peran perempuan. Tanpa perubahan dalam norma
budaya yang mendukung, regulasi hanya akan menjadi simbol tanpa substansi nyata. Oleh
karena itu, integrasi antara pendekatan struktural dan kultural diperlukan untuk menciptakan
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ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dalam budaya Batak dan masyarakat Sumatera Utara
secara keseluruhan.

3. Rekomendasi

Untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, diperlukan beberapa rekomendasi strategis yang
dapat diimplementasikan secara holistik. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat
pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintahan dalam memahami
dan menerapkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
Pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan secara intensif, dengan fokus pada bagaimana
memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan anggaran pembangunan.

Kedua, pendekatan budaya harus menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan
perempuan. Mengingat kuatnya tradisi patriarki dalam budaya Batak, program pemberdayaan
perlu melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan peran
perempuan. Dengan melibatkan komunitas lokal, termasuk perempuan itu sendiri, perubahan
dalam norma budaya dapat lebih diterima secara bertahap, sehingga mendukung implementasi
regulasi yang telah ada.

Ketiga, akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi harus terus diperluas. Selain
mendorong pendidikan formal, program keterampilan dan pelatihan kewirausahaan perlu
difokuskan pada perempuan, terutama di daerah pedesaan, untuk meningkatkan kemandirian
ekonomi mereka. Peningkatan akses terhadap modal usaha, jaringan pasar, dan teknologi juga
harus menjadi prioritas untuk mendukung perempuan yang terlibat dalam sektor UMKM.

Terakhir, kampanye publik yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi stigma sosial
terhadap perempuan yang mengambil peran strategis dalam politik dan pembangunan.
Kampanye ini dapat melibatkan media massa dan media sosial untuk menyoroti kontribusi
perempuan yang berhasil di berbagai sektor. Dengan mengedepankan figur-figur perempuan
inspiratif, diharapkan dapat mendorong perubahan persepsi masyarakat dan mempercepat
terciptanya kesetaraan gender di Sumatera Utara.

SIMPULAN

Dengan menggunakan teori Julia Kristeva, analisis ini menunjukkan bahwa partisipasi
perempuan di Sumatera Utara dibatasi oleh norma sosial yang kuat dan kurangnya perubahan
dalam struktur simbolik serta semiotik masyarakat. Data-data dan pendapat para pakar
memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya melalui regulasi, resistensi budaya dan stigma
sosial masih menjadi penghalang utama.

Untuk mencapai peningkatan yang signifikan, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik,
yang mencakup edukasi publik, perubahan dalam pola pikir sosial, dan kebijakan yang lebih
inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Perubahan ini tidak hanya bersifat
struktural tetapi juga melibatkan transformasi dalam cara masyarakat memandang identitas dan
peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.
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